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GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 331 TAHUN 2014

TENTANG

PEMI3ENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA f~ERJA

TAMAN KANAK-KANAK NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA I:::SA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

:vlenimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 183 PeratL-ran Daerah Nomor '12
Tahull ;W14 tentang Organisasi Perangkat Daerall dan Pasal 71 ayat (2)
Peraturan Gubernur Nomor 252 Tahun 2014 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Taman Kanak-Kanak
Neger;:

;,1engingat 1, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tent.3ng Keuangan Negara;

2. Und;3ng-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;

3, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004:entang Perbendaharaan
Negara;

4, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pen!lelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tent,lng Guru dan Desen;

6, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

7, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;

8, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentaflg Aparatur Sipil Negara;

9. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Dael'ah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Pen~lganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
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10. Undang-Undang NomoI' 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemedntahan;

11. Peraturan Pemerintah NomoI' 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

12. Peraturc:n Pemerintah NomoI' 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Pemerintah NomoI' 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan, antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota;

14. Peraturan Pemerintah NomoI' 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Uang Negara/Daerah;

15. Peraturan Pemerintah NomoI' 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkclt Daerah;

16. PeratLlran Pemerintah NomoI' 74 Tahun 2008 ten:ang Guru;

17. Peraturan Pemerintah NomoI' 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan;

18. Peraturan Pemerintah NomoI' 27 Tahun 2014 tenlang Pengelolaan
Barang tlililik NegaralDaerah;

19. PeraturEHl Menteri Dalam Negeri NomoI' 13 'r ahun 2006 tentang
Pedqman Pengelolaan Keuangan Daerah. sebagaimana telah diubah
dengiln F:eraturan Menteri Dalam Negeri NomoI' ~~1 Tahun 2011;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri NomoI' 45 Tahun 2008 tentang Pola
Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta;

21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomen 58 Tahun 2009
tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional NomoI' 28 Tahun 2010
tentang f'enugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah;

23. Peraturan Daerah NomoI' 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;

24. Perature,\ Daerah NomoI' 12 Tahun 2014 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;

25. Peraturan Gubernur NomoI' 252 Tahun 2014 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATUHAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI
DAN TATA I(ERJA TAMAN KANAK-KANAK NEGEFtl.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota .Jakarta.
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2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

3. GubernLr adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta.

4. Sekretarat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota .jakarta.

6. Inspel<torat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta.

7. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya
disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola I(euangan dan Aset
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya clisingkat BKD adalah
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta.

9. Biro Or(;anisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut
Biro lDr~lanisasi dan RB adalah Biro Organi5asi dan Reformasi
Birokrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

10. Dinas Pnndidikan adalah Dinas Pendidikan Pro'/insi Daerah Khusus
Ibukota ,iakarta.

11. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

12. Suku Di.las Pendidikan adalah Suku Dinas P,~ndidikan/Kabupaten

Administrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

13. Kepala Suku Dinas adalah Kepala Suku Dinas Pendidikan
Kota/Kabupaten Administrasi.

14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya d!singkat SKPD
adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsl Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

15. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD
adalah Gnit Kerja atau Subordinat SKPD.

16. Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Neger! Sipil dan Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat
pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan
pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

17. Pegawai Negeri Sipil adalah Warga Negara Indonesia yang
meme luhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil
Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk
mendudllki jabatan pemerintahan.
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I

18. Pegawa, Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah Warga Negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat
berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam
rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

19. Taman I<anak-kanak Negeri yang selanjutnya disingkat TKN adalah
Taman Kanak-kanak Negeri Dinas Pendidik;Jn Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

20. Kepaia TK adalah Kepala TKN pada Dinas Pendidikan Provinsi
Daerah I<husus Ibukota Jakarta.

21. Guru ac'alah guru TKN pada Dinas Pendidikan Provinsi Daerah
KhuSLI:; Ibukota Jakarta.

22, Komit~ Sekolah adalah Lembaga mandiri yang beranggotakan orang
tua/wali peserta didik, komunitas sekolah dan tOl<oh masyarakat yang
peduli ptmdidikan.

23. Pendidii<an Formal adalah Pendidikan yang berbentuk taman kanak
kanak/RA dan bentuk lain yang sederajat yang menggunakan
program untuk anak usia 4 (empat) sampai 6 (enam) tahun.

24. Pendidikan Non Formal adalah pendidikan yang berbentuk taman
penitipan anak (TPA) dan bentuk lain yclllg sederajat yang
menggunakan program untuk anak usia 0 (nol) sampai 2 (dua) tahun,
2 (dua) ';ampai 4 (empat) tahun, 4 (empat) sarnpai 6 (enam) tahun
dan prowam pengasuhan untuk anak usia 0 (rol) sampai 6 (enam)
tahun, kelompok bermain dan bentuk lain yang sederajat,
menggunakan program untuk anak usia 2 (dU;l) sampai 4 (empat)
tahun dan 4 (empat) sampai 6 (enam) tahun.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal2

Dengan Per-aturan Gubernur ini dibentuk TKN.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

(1) TKN merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dalam
penyel'3nggaraan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan
formal dan/atau nonformal.

(2) TKN dipimpin oleh seorang Kepala TK yang berkedudukan di
bawclh jan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala
Suku Dinas.
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(3) Dalarn pelaksanaan tugas dan fungsinya, TKN dikoordinasikan oleh
Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Ncnforrnal dan Inforrnal
Dinas F'endidikan.

Pasal4

(1) TKN rnernpunyai tugas rnenyelenggarakan pendidikan anak usia
dini pada jalur pendidikan formal dan/atau nonf,)rmal.

(2) Untuf: menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), TKN menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan dan pelaksanaan rencana kegiatan dan anggaran
sekolah (RKAS) pengembangan TKN baik formal dan/atau
non10rmal;

b. pem{elenggaraan pendidikan anak usia dini sesuai dengan
k.urikulum;

c. pel2ksanaan pembimbingan, pengasuhan :Jan perlindungan
peserta didik;

d. pE>laksanaan konseling bagi peserta didik;

e. pelc ksanaan dan pembinaan hUbungan kerja sama dengan
oran;:) tua/wali peserta didik dan masyaraka~;

f. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan terhadap guru,
tenaga fungsional kependidikan lainnya dan tenaga
fun£'sional/profesi lainnya;

g. palaksanaan pengelolaan teknologi informasi TKN;

h. pengelolaan prasarana dan sarana TKN;

i. pen:]elolaan kepegawaian, keuangan dan barang TKN;

j. p>sn ~elolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan TKN;

k. p'3n.~elolaan kearsipan TKN;

I. pelc:ksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara TKN; dan

m. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan
fungsi TKN.

BABIV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunc n Organisasi TKN terdiri dari :

a. Kf"paia TK;
b. P"l!cksana Tala Usaha; dan
c. Tnn~ga Fungsional.
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(2) Bagan, Susunan Organisasi TKN sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala TK

Pasal6

(1) Kepala TK adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala
pada TKN.

(2) Kep"la TK mempunyai tugas :
I

a. rnemimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan lungsi
TKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;

b. memimpin penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar serta
membina guru, tenaga lungsional kependidikan lainnya, tenaga
fungsional/profesi lainnya dan tenaga lainnya serta membina
hublJngan kerja sama dan peran serta rnas)'arakat.

c. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tata Usaha dan Tenaga
Fl.\n~sional;

d. rnelaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD
dan,'atau Instansi Pemerintah/Swasta dalam rangka pelaksanaan
tugas dan lungsi TKN;

;

e. melaksanakan sistem pengendalian internal; dan

I. malaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
dan fungsi TKN.

Bagian Ketiga

Pelaksana Tata Usaha

Pasal 7

(1) Pelaksana Tata Usaha merupakan Satuan Pelaksana Administrasi
TKN.

(2) Pelaksana Tata Usaha dipimpin oleh seorang lungsional umum
dengan sebutan Pengelola Tata Usaha, yang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala TK.

(3) Pelaksana Tata Usaha sebagaimana dimaksuj pada ayat (2) bukan
jabatan struktural, serta diangkat dan diberhent.kan oleh Kepala TK.

(4) Pelaksalla Tala Usaha mempunyai tugas :

a. menghimpun bahan dan mengoordinasikan penyusunan rencana
kE,gialan dan anggaran sekolah serta pengembangan TKN baik
lorrr al dan/alau nonformal;

b. rrelaksanakan pengelolaan kepegawaian, k;luangan dan barang
TI~I\!;
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C, melaks3nakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan
TKN; .

d, melaksanakan pengelolaan kearsipan TKN;

e, melaksanakan penyediaan, penatausahaan, penggunaan,
pemeliharaan dan perawatan fasilitas, prasarana dan sarana
kerja TKN;

f, melatsanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara TKN:

g, menjllga keamanan, ketertiban, keindahan, kebersihan dan
keny~manan kantor TKN;

h, melaksanakan pengelolaan ruang rapat TKN;

i, men<;j0ordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja,
kegi3Jlan dan akuntabilitas TKN; dan

j, rnelaporl(an dan mempertanggllngjawabkan pelaksanaan tugas
Pelaksana Tata Usaha,

Bagian Keempat

Tenaga Fungsional

Pasal8

Tenaga Fl~£sional adalah tenaga pelaksana penyelenggaraan
pendidikan nak usia dini pada TKN yang terdiri dari guru, tenaga
fungsional ke 'endidikan lainnya dan tenaga fungsionalJprafesi lainnya,

, I

Pasal 9

Guru, tenaga fungsional kependidikan lainnya dan tenaga fungsional/
prafesi lainnya melaksanakan tugas sesuai jabatan fungsional masing
masing berdas3rkan penugasan Kepala TK.

Pasal 10

Guru, ten3ga fungsional kependidikan lainnya dan tenilga fungsionall
prafesi lainnya wajib mengembangkan kompetensi ma3ing-masing guna
meningkatkan pelaksanaan tugas sesllai Jabatan Fungsional yang
bersangkutan, sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahllan,
teknologi dar: manajemen pendidikan,

t,

Pasal 11

Guru, tenaga fllngsional kependidikan 18innya dan ten3ga fllngsionill/
profesi 18innya turut aktif dalam pengembangan TKN dan (IClpat
diberikan tugas tambahan oleh Kep81a TK dalam penyelenggaraan
pendidikan r:iaclCl TKN,

BAB V

KOMITE SEKOLAH

Pasal 12

TKN memben1.uk Komite Sekolah sesuai dengal ketentuan peraturan
pe ru ndanq-ujldangan,

;

i
I
!
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BAB VI

FASILITAS

Pasal 13

(1) Unlul< Iillendukung penyelenggaraan kegiatan pendidikan pad a
seliap TI<N dibentuk dan dikernbangkan fasilitas TKN. antara lain
PerpL1slakc,an, Area Berrnain. RlIang Program Khusus. Unil
Kesehatan Sekolah dan fasilitas lainnya.

(2) Fasilitas TI~N sebagairnana dimaksud pada ayat (1). dibentuk dan
dikembangkan sesuai kebutuhan dan kernarnpllan. dengan
rnernperha-:ikan prograrn prioritas.

Pasal14

(1) Fasilitas, TKN sebagairnana dimaksud dalam Pasal 13, dalarn
operasionalnya dikelola/dipimpin/dikoordinasikan oleh Gurul Tenaga
Fungsional Kependidikan lainnya/Tenaga Fungsionall Tenaga
Profesi Ipinnya yang ditugaskan oleh Kepala TK.

I

(2) Guru/Te'naga Fungsional Kependidikan lainnya/Tenaga Fungsionall
Tenaga Prafesi lainnya yang mendapat tugas tambahan
sebagaimana dimaksud pad a ayat (1), berkedudukan di bawah dan
bertanggu'lg jawab kepada Kepala TK.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal15

(1) Dalarn rnelaksanakan tugas dan fungsinya, n<.N wajib taat dan
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) KepEda TI< mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan
SKPD/UK.:>D dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta terkait. dalam
rangl,<a me'1ingkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan pada TKN.

Pasal 16

Kepala TK, Pelaksana Tata Usaha. Guru, Tenaga Fungsional
Kependidil<an lainnya, Tenaga Fungsional/Prafesi lainnya dan tenaga
lainnya pad a TKN wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai
dengan ketentuan peraturan perllndang-undangan ser'a menerapkan
prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi. sinkroni~asi. akuntabilitas.
transparansi, efektivitas dan efisiensi.

i.

Pasal 17

Kepala --K. Pelaksana Tata Usaha. Guru. Tena~a Fungsional
Kependidika1l lainnya, Tenaga Fungsional/Prafesi lainnya dan tenaga
lainnya p,lda TKN mengembangkan kornitmen ber~,ar,a sebagai tim
kerja untl.lk pengembangan TKN seC8ra k::lIlsisten dan
berkesina:1rbungan.
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Pasal18

(1) Kepala Sekolah, Pelaksana Tata Usaha. Guru, Tenaga Kependidikan
Lainnya,' Pengelola Perpustakaan, Tenaga Fungsional Lainnya/
Profesi Lainnya dan Tenaga Lainnya pad a TKN wajib memimpin.
mengoordinasikan, mengarahkan, memberikan bimbingan.
memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai
kinerja bawahan masing-masing.

I

(2) Kepala Sekolah, Pelaksana Tata Usaha. Guru, Tenaga Kependidikan
Lainnya, Pengelola Perpustakaan, Tenaga Fungsional Lainnya/
Profesi Lainnya dan Tenaga Lainnya wajib mengikuti dan mematuhi
perintah k'3dinasan atasan masing-Illasing sesuai jengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal19

Kepala Sekolah, Pelaksana Tata Usaha, Guru, Tenaga Kependidikan
Lainnya, Pengelola Perpustakaan, Tenaga Fungsion,ll Lainnya/Profesi
Lainnya dan Tenaga Lainnya pada TKN rnengemb,lIlgkan kOlllitrnen
bersama seba!~ai tim kerja untuk pengeillbangan TKN secara konsisten
dan berkf!sinarnbungan.

Pasal 20

Kepala TK, Pelaksana Tata Usaha. Guru, Tena!)a Fungsional
Kependidikan lainnya, Tenaga Fungsional/Profesi lainnya dan tenaga
lainnya secara aktif mengembangkan sikap dan perilaku keteladanan,
baik di dalarn rnaupun di luar sekolah sesuai denqan per<1n TKN sebagai
Satuan Pen~;elenggara Pendidikan.

Pasal21

Dalam rangka pengembangan penyelenggaraan pendidikan pada setiap
TKN, Kepala TK, Pelaksana Tata Usaha. Guru, Tenaga Fungsional
Kependid:kan 'ainnya, Tenaga Fungsional/Profesi lainnya dan t8naga
lainnya rnenciptakan dan mengell1bangkan komunikasi edukatif,
harmonis, oartisipatif, demokralis dan konstruktif dalall1 sekolah.
termasuk dengan peserta didik dan orang tua/wali peserta didik.

Pasal 22

TKN wajib mengembangkan satu atau beberapa Il1cdel peillbelajaran
unggulan sebagai eiri khas TKN yang bersangkutan.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 23

(1) Pega'.Nai pada TKN merupakan Pegawai Aparatu'- Sipil Negara.
terdiri' ata~; :

a. Pogawai Negeri Sipil: dan

b. Pogawai Pemerintah dengan Pcrjanjian Kerja.
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(2) Pengelolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan tentang Aparatur Sipil Negara.

(3) Oalam ~elaksanaan pengelolaan kepegawaian sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), TKN mendapat pembinaan dari Sekretaris
Oaerah melalui BKO dan Biro Organisasi dan RB.

BABIX

KEUANGAN

Pasal 24

(1) Belanja pelaksanaan tug as dan fungsi TKN dibeb<Jnkan pad a APBO
dan/atau APBN serta sumber pernbiayaan dari pihak lain yang sah
dan \idak rnengikat.

(2) Pen!~elolaan belanja sebagaimana dirnaksud pad a ayat (1 ).
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan keuangan negara/daerah.

BAB X

ASET

Pasal 25

(1) Aset yanl;:. dipergunakan oleh TKN sebagai prasar,lI1a dan sarana
kerja rnerupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yan~l

tidak dipisahkan.

(2) Pen~lelc,laan aset sebagaimanCi dimakslld p"dCl 8yat (1 \.

dilaksanakan sesuai dengan ketentllan pera:ur·3n pcrllnclanq
undangar, bidang kellangan negara/daerah clan ketentuan
peraturan perundang-undang<lIl bicJang pengelolaan barang milik
negara/dc.erah.

Pasal 26

(1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima dalam oentuk pernberian,
hibah atau bantuan dari pihak ketiga kepada TKN dalam rangka
melaksan3kan tugas dan fungsinya merupakan penerimi'li'ln barang

daerah.

(2) Penerirna3n barang daerah sebagaimana dimak~;ucl pi'lda ayat (1),

segera dilaporkan kepada Kepala Oinas lIntuk selanjutnya
dilaporl;an kepada Gubernur melalui Kepala BPK,'\O selaku Pejabat
Pen~lel)12 Keuangan Oaerah (PPKO) sekaliguf, !;3bagai Bendahara
Umulll D"erah (BUD) untuk dicatat dan dibukukan dalam daftar
Barang Milik Oaerah (BMO).
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BAB XI

PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

Pasal 27

(1) TKN menyusun dan menyampaikan laparan berkala tahLman.
semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Kepala
Dinas melalui Kepala Suku Dinas.

(2) Laporan sebagaimana dimaksucl pada 'ayat (1), ant3ra lain meliputi
laparar, :

a. kep,~gawaian;

b. keuangan;

c. kinerja:

d. barang;

e. akuntaoilitas; dan

f. pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan.

BAB XII

PENGAWASAN

Pasal 28

Pengawasan t'3rhadap TKN dilaksanakan oleh :

a. Lemba.ga negara yang mempunyai tug as memeriksa pengelolaan
dan tang;)ung jawab keuangan negara: clan

b. Aparal Pen.Jawasan Intern Pemerintah.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Formasi Jaaetan dan kebutuhan poralatan kerja cliClturiclitetapkan
dengan Pelaturan GubernuriKepulusan Gubernur tersendiri. sesuai
dengan kebJtuhan, kemampuan keuilngan daerall dan p,'iarit3s daerall.

BAB XI'.'

KETENTUAN PENUTUP

Pasal30

Pada sac..t ?eraturan Gubernur ini mulai berlaku. F'eraluran Gubernur
Nomar 2'16 Tahun 2010 tentang Pembentukan. ()r!~anisasi clem Tala
Kerja Tallian Kanak-Kanak Negeri clicabut clan dilly,ltakan tidak berlaku.
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Pasal 31

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tangga' diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ltd.

BASUKI1". PURNAMA
Diundangkan di Jakarta I
p;;cia tanggal 31 Desembeo, 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttj.

SAEFULLAH

i3ERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOF~ 62198



Lampiran Peraturan Gubmnur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Namar 331 T.I.;HUN 2014
Tanggat 31 Desember 2014

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
TAMAN KANAK-KANAK NEGERI

KOMITE SEKOLAH

[

PELAKSANA
TATA USAHA

KEPALA TK - - - --

SUBKELOMPOKJABATAN
FUNGSIONAL

GUBERNUR PF{O\/INSI DAERAH KHUSUS
IBU~.OTA JAKARTA,

ltd.

BASlIKI T. PURNAMA


